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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

{ > akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(o)

¥ Nama : Heru Suwondo

.9 Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(o)

90 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

‘G
X+l Nama : Pramono Anung

¥ Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

"c selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

¥ PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
'G lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
< yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
N pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Cg PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

1 diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Heru Suwondo
NIP : 196805071998031007
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
: T _— Triwulan
No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I T | - = Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 |Penyediaan Jalan dengan |Ratio jalur pedestrian yang Sistem Monev| Definisi Operasional: N/A N/A N/A 7,46 7,46 Persentase
Infrastruktur Pendukung  |dilengkapi fasilitas pendukung Kinerja  |Capaian jumlah panjang jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung (utilitas, penerangan jalan,
untuk Mobilitas yang pada |okasi transportasi massal street furniture dan amenites ) pada lokasi angkutan massal (BRT, MRT, LRT, Jaklingko, dll) Provinsi DKI
Optimal Jakarta dibagi panjang jalan Provinsi DKI Jakarta
Metode Pengukuran :
Pengolahan Data Capaian jumlah panjang jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi
angkutan massal Provinsi DKI Jakarta dibagi panjang jalan Provinsi DKI Jakarta. Koridor jalur pedestrian
yang menjadi pendukung sistem angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta (lokasi akan diraparkan bersama
DBM, Dishub, Biro, instansi terkait):
a. Rencana Induk Transportasi Jakarta
b. Rencana Induk Pejalan kaki di Jakarta
c. Rencana Induk Jaringan Utilitas di Jakarta
d. Rencana Kajian Pengembangan Sistem Angkutan Massal di Jakarta
Sumber Data:
Survey Dinas Bina Marga
2 |Pembangunan dan Persentase Jalan dengan Sistem Monev |Dasar Hukum : N/A N/A N/A 97,35 97,35 Persentase

Pemeliharaan Infrastruktur
Bina Marga

Kondisi Mantap

Kinerja

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.

Definisi Operasional :

Capaian kondisi permukaan Jalan yang menjadi kewenangan DK Jakarta
Skala Penilaian KPI (Key Performance Index ):

a. IRI (International Roughness Index ) dengan alat, dan atau

b. Indeks Kondisi Perkerasan: '

*jalan mencakup jalan yang dilalui kendaraan

Metode Pengukuran :
Pengolahan Data Total jumlah nilai KPI (Key Performance Index ) tiap jalan dikali presentase bobot
penilaian dibagi total jumlah jalan arteri dan kolektor di Provinsi DKI Jakarta.

Sumber Data:
Survey Dinas Bina Marga




Triwulan

No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ; T W = Tahunan | Keterangan
Sasaran Relevan Lainnya
3 |Terimplementasinya Persentase implementasi e-Kinerja  |Dasar Hukum : 100 100 100 100 100 Persentase
rencana strategis rencana strategi komunikasi a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan
komunikasi publik untuk  |publik program prioritas dan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
program-program prioritas |strategis serta respon b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana
dan strategis Daerah perangkat daerah dengan Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
program prioritas dan strategis
pada saat krisis komunikasi Definisi Operasional :
program a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau
media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.
d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.
Metode Pengukuran :
a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas
dan strategis Daerah.
b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui
media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
c. Bobot 20%: PD dengan program pricritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.
d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap
pertanyaan/komentar warganet yang relevan.
Sumber Data :
https://komunikasi.jakarta.go.id/Login
4  |Terkelolanya Keuangan  |Persentase Inventarisasi BMD | e-Kinerja |Dasar Hukum : 5 25 55 100 100 Persentase

Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel

berupa Aset Tetap Lainnya dan
Aset Tak Berwujud pada
Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

¢. Keputusan Gubernur Nomer 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

Definisi Operasional:
Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Metode Pengukuran:

a. Bobot 5%

PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD

b. Bobot 85%

PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumiah BMD yang dimiliki




Triwulan

No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I ; i = Tahunan | Keterangan
c. Bobot 10%
PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
(Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi
Data: Maximize )
Sumber Data :
https:/fjakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login
5  [Terwujudnya tata kelola  |Nilai kualitas data SDI e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A N/A N/A 325 325 Nilai

SDI yang baik melalui a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

pemenuhan daftar data b. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025

daerah yang berkualitas
Definisi Operasional :
Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:
a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui
Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal,
b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen
Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data
Metode Pengukuran :
Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek
Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]
(Rentang nilai kualitas data SDI: O - 4)
Keterangan :
a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul
sesuai ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data
sesuai ketetapan)
c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci /
Jumiah file data sesuai ketetapan)
d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data
sesuai ketetapan)
Catatan :
a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data
Portal Data Provinsi DKI Jakarta

6  |Peningkatan Penggunaan |Persentase Capaian e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A 100 N/A 100 100 Persentase
Peroduk Dalam Negeri Peningkatan Penggunaan a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
Produk Dalam Negeri b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;




Triwulan

No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja : ; i = Tahunan | Keterangan
c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Definisi Operasional :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan
dengan Sertifikat TKDN dan/atau pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (se/f
declare ).
b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan olen Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang,
dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metode Pengukuran :
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha
mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)
Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan Il sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data:
Maximize ) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% — 100% (Polarisasi Data: Stabilize ).
Sumber Data :
a. Bighox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE
LKPP)
c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)
Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan Il dengan Target Kinerja
sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize ) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam
rentang 80% — 100% (Polarisasi Data: Stabilize ).

7 |Terwujudnya Lingkungan |Persentase implementasi e-Kinerja  |Dasar Hukum : 10 40 70 100 100 Persentase

Organisasi yang
mendorong Pembelajaran,
Kolaborasi dan Berbagi
Pengetahuan

berbagi pengetahuan melalui
Komunitas Pembelajar

Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi Operasional :
Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of
Practice )




Triwulan

No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I T T = Tahunan | Keterangan
Metode Pengukuran :
Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of
Practice)
Penghitungan:
TWI:
Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas
Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025
TWII, Il dan IV :
a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun.
b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan
diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id)
c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50%
dari Jumlah Pegawai pada PD.
Qutput Sasaran :
a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan
Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW |
b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan,maksimal
minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW |
c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal
minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target
TWII
d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal
minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target
TWIV
Sumber Data :
https://km-bpsdm.jakarta.go.id

8  |Implementasi Penerapan |Persentase Implementasi e-Kinerja  |Dasar Hukum : 67 N/A N/A 100 100 Persentase

Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko

a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta;

b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta.

Definisi Operasional :

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

a. Komunikasi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks;

c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risiko; dan

e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren
perubahan besaran/Level Risiko




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber data

Pengukuran Kinerja

Target Triwulan

i

Tahunan

Keterangan

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Metode Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai
batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :

Triwulan I:

Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025

Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025
Triwulan IV:

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspektorat:

Triwulan I:

Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025

Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025

Triwulan IV:
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Sumber Data :
Aplikasi S Perisai (Inspektorat)

Tercapainya Target
Kinerja Anggaran atas
Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada
masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah.

Definisi Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan
untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Metode Pengukuran :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai
berikut :

a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;

b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;

c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%:; dan

d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.




Triwulan

No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
I 1l 1l \
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : N/A N/A N/A 71 Al Persentase
a. <60 =Rendah
b.>60s.d70 =cukup
c.>70s.d90 =Baik
d.>90 s.d 100 = Sangat Baik
Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW Il 2026
Sumber Data :
BPKD
10 |Meningkatnya Persentase progress e-Kinerja  |Dasar Hukum : 25 25 25 25 100 Persentase
penyelesaian tindak lanjut |penyelesaian tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP
rekomendasi temuan hasil {rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal pemeriksaan eksternal (BPK) Definisi Operasional
(BPK) Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai
dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan
Metode Pengukuran :
(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh
Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
Sumber Data :
Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)
Jakarta, 2025

Gubernur Daerah Khusus
|bukota Jakarta,

Pramono Anung

Kepala Dinas Bina Marga

Provinsi DK Jakarta,

Heru Suwondo

NIP 196805071998031007




Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana

3. JI. Tebet Utara |

Suku Dinas BM Jakarta Timur:
1. JI. Pondok Kelapa Raya

2. JI. Raya Jatiwaringin

3. JI. Pahlawan Revolusi

Lampu Trotoar di lokasi pembangunan trotoar

Nomor | Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigast yang ditetapkan awaltahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
Sasaran Strategis
1 |Penyediaan Jalan dengan |Ratio jalur pedestrian yang 7,46%  [RA1. Melakukan KK1.1. Terselesaikannya T/01.1.1. Dokumen Rencana Umum 1 Dokumen TWI 1. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
Infrastruktur Pendukung  |dilengkapi fasilitas pendukung pembangunan/peningkatan trotoar dan  |pembangunan/peningkatan trotoar dan |Pengadaan Trotoar 2. Kepala Suku Dinas Bina Marga 5
untuk Mobilitas yang pada lokasi transportasi bangunan pelengkap jalan di Provinsi DKI |bangunan pelengkap jalan di Provinsi (lima) Kota Administrasi
Optimal massal Jakarta DKl Jakarta dengan lckasi indikatif :
Dinas:
1. Jalan Mangga Besar dan sekitarnya
2. Kawasan Blok M Lanjutan T/01.1.2. Groundbreaking pembangunan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
trotoar di JI. Falatehan Blok M
Suku Dinas BM Jakarta Pusat:
1. JI. Jembatan Tinggi
2. JI. Sanggau
3. JI. Kota Baru
4. JI. Marahaban
5. JI. Kwini | dan Dr Abdul Rahman 1705713 Laporan pelaksanaan 1 Laporan TWIV 1. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
Saleh ) pembangunan/peningkatan trotoar dan 2. Kepala Suku Dinas Bina Marga 5
7. JI. GGSJ Samratulangi bangunan pelengkap jalan sebesar 100% (lima) Kota Administrasi
8. JI. HOS Cokroaminoto
9. JI. Percetakan Negara 2
10. JI. Dr. Wahidin Raya
?”j‘lu DD;Tiai:cM;;Zana Utara; T/O1.1.4. Dokumen Perencanaan T Dokumen TWN _ |Kepala Bidang Kelengkapan Jaian
2' JI. Sin{iang ' kec. Koja pembangunan/peningkatan trotoar dan
T P bangunan pelengkap jalan X-1
Suku Dinas BM Jakarta Barat:
1. KTMI JI. meruya ilir
2. KBMI JI. Meruya ilir
3. JI. Meruya Utara - -
4. Jl. Meruya Selatan T/01.1_ 5. Laporan Pelaksanaan Relolfam 1 Laporan TWIV 1. Kepala Bidang Penerangan Jalan
5. JI. Anggrek Neli murni tiang-tiang dan panel PJU pada lokasi dan Sarana Umur_n
pembangunan trotoar 2. Kepala Suku Dinas Bina Marga 5
Suku Dinas BM Jakarta Selatan; (lima) Kota Administrasi
1. JI. Wijaya Il, Kec. Kebayoran Baru
(lanjutan)
2. JI. Darmawangsa Raya, Kec.
Kebayoran Baru T/O1.1.6. Laporan Pembangunan PJU dan 1 Laporan TWIV 1. Kepala Bidang Penerangan Jalan

dan Sarana Umum
2. Kepala Suku Dinas Bina Marga 5
(lima) Kota Administrasi




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Qutput Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
KK1.2. Terselesaikannya prasarana T/01.2.1. Laporan perencanaan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Prasarana dan
jaringan utilitas pada lokasi indikatif :  |pembangunan prasarana jaringan utilitas Sarana Utilitas Kota
1. JI. Gatot Subroto
2. JI. Soepomo (Lanjutan) - -

3. JI. Tebet Barat Dalam T/01.2.2. Groundbreaking pembangunan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Prasarana dan
4. JI. Otto Iskandardinata prasarana jaringan utilitas di JI. Gatot Subroto Sarana Utilitas Kota
5. JI. Abdullah Syafei
6. JI. Dr. Saharjo T/01.2.3. Laporan terselesaikannya 1 Laporan TWIV  |Kepala Bidang Prasarana dan
7. Pgmuda pembangunan prasarana jaringan utilitas Sarana Utilitas Kota
8. JI. Cideng
9. JI. Tanah Abang ||
T/01.2.4. Laporan progres perda utilitas 1 Laporan TWII Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Utilitas Kota
T/01.2.5. Laporan progres perda utilitas 1 laporan TWIV Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Utilitas Kota
RAZ2. Melakukan Pembangunan Jembatan [KK2.1. Terbangunnya Jembatan T/02.1.1. Dokumen Rencana Umum 1 Dokumen TWI Kepala Bidang Prasarana dan
Penyeberangan Orang Penyeberangan Orang pada lokasi Pengadaan JPO Sarana Utilitas Kota
indikatif:
1. JPO Pesanggrahan T/02.1.2. Laporan Pembangunan JPO dengan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Prasarana dan
2. JPO Jatiwaringin progres 30% Sarana Utilitas Kota
T/02.1.3. Laporan Pembangunan JPO 1 Laporan TWIV Kepala Bidang Prasarana dan
progress 100% Sarana Utilitas Kota
T/02.1.4. Dckumen Perencanaan 1 Dokumen TWIV Kepala Bidang Prasarana dan
pembangunan JPO X-1 Sarana Utilitas Kota
2 |Pembangunan dan Persentase Jalan dengan 97.35% |RA1. Melaksanakan Pemeliharaan KK1.1. Terlaksananya pemelinaraan | T/01.1.1. Laporan Identifikasi dan Survey 1 Laporan TWI Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Infrastruktur|Kondisi Mantap Berkala berkala Jalan/Jembatan/FO/Underpass |Pemeliharaan Berkala
Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta sepanjang 24,5
km
T/01.1.2. Laporan Identifikasi dan Survey 1 Laporan TWII Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Berkala
T/01.1.3. Dokumen Perencanaan 1 Dokumen T™WII Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Berkala
Jalan/Jembatan/FO/Underpass
T/01.1.4. Dokumen Kontrak Pekerjaan 1 Dokumen Wi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Berkala
Jalan/Jembatan/FO/Underpass
T/01.1.5. Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan 1 Laporan TWIV Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Berkala Jalan/Jembatan/FQ/Underpass
sepanjang 24,5 km




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor | Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
RA2. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin |KK2.1. Terlaksananya pemeliharaan ~ [T/02.1.1. Laporan rekapitulasi pengaduan 1 Laporan TWI Kepala Pusat Data dan Informasi
Jalan, Trotoar, dan kelengkapannya di rutin Jalan, Trotear, dan Dinas Bina Marga Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta kelengkapannya di Provinsi DKI Jakarta
sepanjang 55,38 km T/02.1.2. Laporan rekapitulasi pengaduan 1 Laporan TWII Kepala Pusat Data dan Informasi
Dinas Bina Marga Bina Marga
T/02.1.3. Laporan rekapitulasi pengaduan 1 Laporan TWIII Kepala Pusat Data dan Informasi
Dinas Bina Marga Bina Marga
T/02.1.4. Laporan rekapitulasi pengaduan 1 Laporan TWIV Kepala Pusat Data dan Informasi
Dinas Bina Marga Bina Marga
T/02.1.5. Laporan pelaksanaan pemeliharaan 1 Laporan TWII 1. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
rutin jalan, trotoar, dan kelengkapannya di 2. Kepala Bidang Prasarana dan
Provinsi DKI Jakarta 25% Sarana Utilitas Kota
3. Kepala Unit Peralatan dan
Perbekalan
4. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Administrasi
T/02.1.6. Laporan pelaksanaan pemeliharaan 1 Laporan Wi 1. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
rutin jalan, trotoar, dan kelengkapannya di 2. Kepala Bidang Prasarana dan
Provinsi DKI Jakarta 50% Sarana Utilitas Kota
3. Kepala Unit Peralatan dan
Perbekalan
4. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Administrasi
T/02.1.7. Laporan pelaksanaan pemeliharaan 1 Laporan TWIV 1. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
rutin jalan, trotoar, dan kelengkapannya di 2. Kepala Bidang Prasarana dan
Provinsi DKI Jakarta 100% Sarana Utilitas Kota
3. Kepala Unit Peralatan dan
Perbekalan
4. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Administrasi
RA3. Melaksanakan KK3.1. Terlaksananya Pembangunan  |T/03.1.1. Laporan Survey Perencanaan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pembangunan/Peningkatan Jalan di Jalan di Provinsi DKI Jakarta dengan  |Pembangunan Jalan
Faiasl D Jakart ke |nd‘|ka.t = Rl Aleeg les T/03.1.2. Dokumen Perencanaan 1 Dokumen TWIII Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Varluk Cingin Papanggo Pembangunan Jalan di Provinsi DKI Jakarta
T/03.1.3. Laporan Pelaksanaan kegiatan 1 Laporan TWIV Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan sebesar 100%
KK3.2. Terlaksananya Peningkatan T/03.2.1. Laporan Survey Perencanaan 1 Laporan TWII Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Jalan di Provinsi DKI Jakarta dengan  |Peningkatan Jalan
136aSH ol el Jalem A Ry Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan di 1 Dokumen W3 Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Provinsi DK| Jakarta
T/03.2.2. Laporan Pelaksanaan kegiatan 1 Laporan TWIV Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan sebesar 100%
KK3.3. Terlaksananya pengadaan lahan|T/03.3.1. Laporan pelaksanaan pengadaan 1 Laporan TWIV Kepala Unit Pengadaan Tanah

untuk tahun 2026

lahan




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya
3 |Terimplementasinya Persentase implementasi 100%  |RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan KK1.1. Terselesaikannya bimbingan ~ |T/01.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan 1 Laporan TWI 1. Sekretaris Dinas
rencana strategis rencana strategi komunikasi teknis terkait strategi komunikasi publik  |teknis strategis komunikasi publik untuk |teknis strategis komunikasi publik untuk 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
komunikasi publik untuk |publik program prioritas dan untuk penyusunan strategi komunikasi program-program pricritas dan strategis |program-program prioritas dan strategis Bina Marga
program-program prioritas |strategis serta respon program-program prioritas dan strategis  |Daerah serta penanganan komunikasi |Daerah serta penanganan komunikasi krisis
dan strategis Daerah perangkat daerah dengan Daerah serta penanganan komunikasi krisis - — —
B . e T/O1.1.2 Dokumen hasil mengikuti bimbingan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
program prioritas dan strategis krisis : ] P )
pada saat krisis komunikasi teknis strategis komgm‘kam publik untu.k 2.. Kepala Pusat Data dan Informasi
program program-program prioritas dan st;ategls N Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
T/01.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
teknis strategis komunikasi publik untuk 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
program-program prioritas dan strategis Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
T/01.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
teknis strategis komunikasi publik untuk 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
program-program prioritas dan strategis Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
RA2. Evaluasi implementasi strategis KK2.1. Terlaksananya evaluasi T/02.1.1. Dokumen hasil evaluasi 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
komunikasi publik untuk program-program |implementasi strategis komunikasi implementasi strategis komunikasi publik 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
prioritas dan strategis Daerah serta publik untuk program-program prioritas |untuk program-program prioritas dan strategis Bina Marga
penanganan komunikasi krisis dan strategis Daerah serta penanganan |Daerah serta penanganan komunikasi krisis
komunikasi krisis - - —
T/02.1.2. Dokumen hasil evaluasi 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
implementasi strategis komunikasi publik 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
untuk program-program prioritas dan strategis Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
T/02.1.3. Dokumen hasil evaluasi 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
implementasi strategis komunikasi publik 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
untuk program-program prioritas dan strategis Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
T/02.1.4. Dokumen hasil evaluasi 1 Dokumen TWIV 1. Sekretaris Dinas
implementasi strategis komunikasi publik 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
untuk program-program prioritas dan strategis Bina Marga
Daerah serta penanganan komunikasi krisis
4 |Terkelolanya Keuangan |Persentase Inventarisasi BMD 100%  [RAT. Menyusun tim Inventarisasi BMD ~ |KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi  [T/01.1.1, SK Tim Inventarisasi pada 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
Daerah yang Sehat, berupa Aset Tetap Lainnya dan Daftar BMD berupa Aset Tetap BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan  |Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 2. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Transparan, dan dan Aset Tak Berwujud pada Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang Administrasi
Akuntabel Pengguna Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau Kuasa Barang danlata_u Kl_Jasa Pengguna T/01.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi 1 Dokumen W 1. Sekretaris Dinas
Kuasa Pengguna Barang Pengguna Barang Barang dan validasi daftar BMD 2. Kepala Suku Dinas 5 (ima) Kota
Administrasi
RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD  |KK2.1, Terlaksananya kegiatan T/02.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas

berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak
Berwujud pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Inventarisasi BMD sebesar 25% dari
keseluruhan jumlah register pada
Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Inventarisasi BMD per Triwulan

2. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Administrasi




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawah
Pengguna Barang sebagai target TW2, |T/02.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan 1 Laporan TWIII 1. Sekretaris Dinas
sebesar 55% dari keseluruhan jumlah  |Inventarisasi BMD per Triwulan 2. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
register pada Pengguna Barang Administrasi
dan/atau Kuasa Pengguna Barang
sebagai target TW3, sebesar 100%  [7/07,1.3 Laporan Capaian Pelaksanaan 1 Laporan TWIV  [1. Sekretaris Dinas
dari keseluruhan jumiah register pada | |nventarisasi BMD per Triwulan 2. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Administrasi
Pengguna Barang sebagai target TW4
RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan KK3.1. Tersedianya Berita Acara, T/03.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan 3 Dokumen TWIV 1. Sekretaris Dinas
Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi |Hasil Inventarisasi (LHI) 2. Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota
Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Administrasi
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil
Pengguna Barang dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa
Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak
Berwujud
5  |Terwujudnya tata kelola  |Nilai kualitas data SDI 3.25 RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan  |KK1.1. Tersedianya Berita Acara T/01.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat 1 Berita Acara TWIV Kepala Pusat Data dan Informasi
SDI yang baik melalui data Daftar Data Perangkat Daerah Tahun |Daerah Tahun 2026 Bina Marga
pemenuhan daftar data 2026
daerah yang berkualitas RA2. Menyediakan data lingkup KK2.1. Tersedianya data lingkup T/02.1.1. Laporan data SDI lingkup 1 Laporan TWI Kepala Pusat Data dan Informasi
Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Perangkat Daerah yang memenuhi Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 kualitas aspek validitas, kelengkapan  |aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan
data, ketepatan waktu, dan keunikan isi |waktu, dan keunikan isi data pada Bulan
data Desember 2024 sampai dengan Bulan
Februari 2025 sesuai capaian pada Portal
Qb Data ol
T/02.1.2. Laporan data SDI lingkup 1 Laporan TWII Kepala Pusat Data dan Informasi
Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai Bina Marga
aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan
waktu, dan keunikan isi data pada Bulan
Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025
sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.
T/02.1.3. Laporan data SDI lingkup 1 Laporan TWII Kepala Pusat Data dan Informasi
Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai Bina Marga
aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan
waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni
2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025
sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta,
T/02.1.4. Laporan data SDI lingkup 1 Laperan TWIV Kepala Pusat Data dan Informasi
Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai Bina Marga
aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan
waktu, dan keunikan isi data pada Bulan
September 2025 sampai dengan Bulan
November 2025 sesuai capaian pada Portal
Qatyy Nata lalart
6  |Peningkatan Penggunaan |Persentase Capaian 100%  |RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui [KK1.1. Tersusunnya SK Tim T/01.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan 1 Dokumen TWI Sekretaris Dinas
Produk Dalam Negeri Peningkatan Penggunaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Peningkatan Penggunaan Produk Produk Dalam Negeri (P3DN) pada
Produk Dalam Negeri Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat |Perangkat Daerah

Daerah

Daerah




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
RA2. Mengumumkan Rencana Umum KK2.1. Terumumkannya Rencana T/02.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
Pengadaan (RUP) dan Melakukan Umum Pengadaan (RUP) dengan Total |Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan 2. Para Kepala Bidang
Penandaan (tagging) Produk Dalam Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran|Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri 3. Para Kepala Unit
Negeri melalui Sistem Informasi Rencana |Pengadaan Barang/Jasa dan Paket melalui Sistem Informasi Rencana Umum 4. Para Kepala Sudin
Umum Pengadaan (SIRUP) Pengadaan yang Tertandai (tagging)  |Pengadaan (SIRUP)

Produk Dalam Negeri Sekurang-
kurangnya 80% dari Anggaran
Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)
RA3. Mencantumkan Kewajiban KK3.1. Terdapat Kewajiban T/03.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman 1 Laparan TWI 1. Sekretaris Dinas
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai |Penggunaan Produk Dalam Negeri Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri 2. Para Kepala Bidang
TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi (Nilai TKDN) dalam Setiap (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak 3. Para Kepala Unit
Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan |KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat |Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi 4. Para Kepala Sudin
Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi |Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan |Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai |Terdapat Realisasi Penggunaan Produk | TKDN) dalam BAST.
g:&gggi@mﬁi@g d.l;zllc:-: Lebih Rendah g:lgfp Negerl (Nilal TKDN) dalam TIOB.“!.Z. Hasil Rekapitulasi Pencantuman _ 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dings
KAK/Spesificasi Teknis/Kontrak/Surat g nggpban Penggunaan. Produk Dalam Negeri 2. Para Kepala B[qang
oy (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak _ 3. Para Kepala Unit
: Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi 4. Para Kepala Sudin
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai
TKDN) dalam BAST.
T/03.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman 1 Laporan TWI 1. Sekretaris Dinas
Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri 2. Para Kepala Bidang
(Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak 3. Para Kepala Unit
Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi 4, Para Kepala Sudin
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai
TKDN) dalam BAST.
T/03.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri 2. Para Kepala Bidang
(Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak 3. Para Kepala Unit
Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi 4. Para Kepala Sudin
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai
TKDN) dalam BAST.
RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja  |KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan|T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan 1 Laporan TWI 1. Sekretaris Dinas
Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Penyediaan Makan/Minum Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order 2. Para Kepala Bidang
melalui e-Order Menggunakan Produk Usaha Mikro 3. Para Kepala Unit
Kecil dan Koperasi melalui e-Order 4. Para Kepala Sudin
T/04.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order 2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/04.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
2
3
4

Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order

. Para Kepala Bidang
. Para Kepala Unit
. Para Kepala Sudin
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order 2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
RAS5. Melaksanakan Pemantauan dan KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan|T/05.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan 1 Laporan TWI 1. Sekretaris Dinas
Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan |Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja 2. Para Kepala Bidang
Belanja Produk Dalam Negeri Belanja Produk Dalam Negeri Produk Dalam Negeri 3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
T/05.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja 2. Para Kepala Bidang
Produk Dalam Negeri 3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
T/05.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja 2. Para Kepala Bidang
Produk Dalam Negeri 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/05.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja 2. Para Kepala Bidang
Produk Dalam Negeri 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
7 |Terwujudnya Lingkungan [Persentase implementasi 100%  |RA1. Melaksanakan Sosialisasi KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN | T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
Organisasi yang berbagi pengetahuan melalui Manajemen Pengetahuan dan Komunitas |tentang Manajemen pengetahuan Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
mendorang Pembelajaran, |Komunitas Pembelajar Pembelajaran Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Bina Marga
Kolaborasi dan Berbagi Keputusan Kepala Perangkat Daerah
Pengetahuan RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset  |KK2.1. Terlaksananya Kegiatan T/02.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan 2 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar |Komunitas Pembelajar Komunitas Pembelajar dan Tersedianya 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
Dokumen aset pengetahuan Bina Marga
T/02.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan 2 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
Komunitas Pembelajar dan Tersedianya 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
Dokumen aset pengetahuan Bina Marga
T/02.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan 2 Dokumen TWIV 1. Sekretaris Dinas
Komunitas Pembelajar dan Tersedianya 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
Dokumen aset pengetahuan Bina Marga
8  |Implementasi Penerapan |Persentase Implementasi 100%  |RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan |T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko Manajemen Risiko bagi para Pejabat Pelatinan Manajemen Risiko bagi para |dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti 2. Para Kepala Bidang
ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Pejabat ditetapkan sebagai Manajer  |Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan 3. Para Kepala Unit
Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik  |Pemilik Risiko 4. Para Kepala Sudin
Risiko
RAZ2. Menyelenggarakan Sosialisasi KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi T/02.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
Implementasi Manajemen Risiko pada Implementasi Manajemen Risiko pada |Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh 2. Para Kepala Bidang
Seluruh Pegawai Seluruh Pegawai Pegawai 3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
RA3. Melakukan Pemantauan atas KK3.1. Terlaksananya Pemantauan T/03.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas

Pelaksanaan Penanganan Risiko

atas Pelaksanaan Penanganan Risika

atas Pelaksanaan Penanganan Risiko

2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
RA4, Melakukan Pemantauan atas KK4.1, Terlaksananya Pemantauan T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan 1 Dokumen TWIV 1. Sekretaris Dinas
Pelaksanaan Penanganan Risiko atas Pelaksanaan Penanganan Risiko |atas Pelaksanaan Penanganan Risiko 2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
9  |Tercapainya Target Persentase Nilai Kinerja 71% RA1. Menyusun target keluaran KK1.1. Tersusunnya target keluaran ~ |T/01.1.1. Data target keluaran 1Data TWI 1. Sekretaris Dinas
Kinerja Anggaran atas ~ |Anggaran atas aspek kegiatan/subkegiatan pada sistem menev |kegiatan/subkegiatan pada sistem e- | kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda 2. Para Kepala Bidang
Aspek Implementasi Implementasi Bappeda sakip 3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
RA2. Menyusun Serapan Perkiraan KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan | T/02.1.1. Data SPS pada sistem 1 Data TWI 1. Sekretaris Dinas
Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksiapbd jakarta.go.id 2. Para Kepala Bidang
penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ |proyeksi penyerapan APBD dalam 3. Para Kepala Unit
proyeksiapbd.jakarta.go.id proyeksi APBD/ 4. Para Kepala Sudin
proyeksiapbd.jakarta.go.id
RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi |KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran  |T/03.1.1. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWI 1. Sekretaris Dinas
kinerja anggaran atas aspek implementasi.|atas target keluaran dan implementasi |evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran 2. Para Kepala Bidang
SPS. dan implementasi SPS. 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/03.1.2. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran 2. Para Kepala Bidang
dan implementasi SPS. 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/03.1.3. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran 2. Para Kepala Bidang
dan implementasi SPS. 3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin
T/03.1.4. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran 2. Para Kepala Bidang
dan implementasi SPS. 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
10 |Meningkatnya Persentase progress 100%  |RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas|KK1.1. Tersedianya rencana tindak T/01.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas 1 Dokumen TWI 1. Sekretaris Dinas
penyelesaian tindak lanjut |penyelesaian tindak lanjut TLHP BPKRI lanjut atas rekomendasi temuan hasil  |rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK 2. Para Kepala Bidang
rekomendasi temuan hasil |rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK 3. Para Kepala Unit
pemeriksaan eksternal  |pemeriksaan eksternal (BPK) 4. Para Kepala Sudin
(BPK) T/01.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK 2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/01.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas 1 Dokumen TWII 1. Sekretaris Dinas
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK 2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/01.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas 1 Dokumen TWIV 1. Sekretaris Dinas

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit
4, Para Kepala Sudin




Rencana Aksi dan/atau Rencana

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Target Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Target Renaksi Waktu Penanggung Jawab
KK1.2. Tersedianya hasil monitoring ~ |T/01.2.1. Laporan hasil monitoring dan 1 Laparan TWI 1. Sekretaris Dinas
dan evaluasi atas rencana tindak lanjut |evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan 2. Para Kepala Bidang
temuan hasil pemeriksaan BPK hasil pemeriksaan BPK 3. Para Kepala Unit

4. Para Kepala Sudin
T/01.2.2. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan 2, Para Kepala Bidang
hasil pemeriksaan BPK 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/01.2.3. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWII 1. Sekretaris Dinas
evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan 2. Para Kepala Bidang
hasil pemeriksaan BPK 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan 1 Laporan TWIV 1. Sekretaris Dinas
evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan 2. Para Kepala Bidang
hasil pemeriksaan BPK 3. Para Kepala Unit
4. Para Kepala Sudin
Jakarta, 2025
Gubernur Daerah Khusus Kepala Dinas Bina Marga
Ibukota Jakarta, Provinsi.DKI Jakarta,
Pramono Anung Héru Suwondo

NIP 196805071998031007
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